'(Suatu sumbangan pexmk;mn daiam rangka upaya e
meningkatkan meningkatkan kewaspadaan nasional, antara lam |
'keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, penciptaan - ©
lapangan kerja, penmgkatan penfapata_n dan kedaulatan’ Negara;} .

Sghag' _. N4

Pendshuluan

¥ cgara Kesatuan Repu

blik Indonesia (NKRI)

A i merupakan negara ke-
pulauan terbesar di dunia, yang
secara geografis berada pada ba-
ras dua samudra, dan terletak
diantara dua benua dan memi-
liki + 18.110 pulau dengan garis
pantal sepanjang 108.000 km.
Berdasarkan Konvenst Hukum

Laut (UNCLQOS) 1982, Indonesia me-
miliki kedaulatan atas wilayah perairan
seluas 3,2 juta km2 yang terdiri dari
perairan kepulauan seluas 2,9 juta km?
dan laut teritorial seluas 0,3 juta km?.

Selain itu Indonesia juga mempunyai hak
eksklusif untuk memanfaatkan sumber
daya kelautan dan berbagai kepentingan
terkait seluas 2,7 jura km2 peda perair-




-.._an ZEE (sampai dengan 209 rmi dan
gans panckal) : T

- Dalam geoekonomi dan geopohnk:
B giobai Indonesia berada pada dtik  ar
'sangat strat '1s;_.d1 perszmpangan an-_f_-_---

perairan Indonesia. Sedangkan untuk

Asia Pasifik ada sekitar 95 % pela-

yaran; melalui sperairan Indonesia, -

dimana-72 % diantaranya melewati
selat Malaka.

Dari segi pasokan bahan baku dan
energi, selat Malaka dan selat-selat lain
juga memegang peran yang sangat vi-
tal, ada 60,000 s/d 70,000 kapal per
tahun yang melayari celah sempit Se-
lat Malaka saja, termasuk diantara-
nya sepertiga armada tanker minyak
dunia melewatinya. Kebutuhan e-
nergi untuk Jepang dan Korea, 80%
- nya dipasok dari minyak, gas dan
LNG yang ditransportasikan melalui
Alur-alur Laut Kepulauan Indonesia
(ALKI). Kapal-kapal dagang lalu-la-
lang mengangkut komoditas mentah
dan barang produk jadi dengan sa-
ngat sibuknya melalui perairan kita.

Urat nadi perckonomian dunia, ada

. flayar ieblh Jauh o
- tara; pusat—“pusat produsen ‘dan kon- '_”:._melalui Selat Sunda, Selat. Lombok__.
" sumen. Pada tzhun 1998, ada sekz_:___

tar 44 % pelayaran dunia meialu_i,.
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di tangan Indonesia, dan diskui oleh

_____._kalancan industri-bahwa seandamya_
L. selar Malaka oleh karena suatu Sebab':._.
-.texsekat/ macet maka hampir sep" oh

Sebagian a_ 1__1:

_-ataupun; Laut Banda. ketiganya gun'?"

masih di perairan Indonesia dan a-

 pabila kapal-kapal tersebut meriem-

pelayaran perdagangan di cekungan

puh perlayaran yang lebih jauh, wa___k__t_ju.

‘tempuh juga akan semakin lama ser-
ta uang tambang (freighz) atau biaya
“-transportasi secara umum akan ‘naik

pula yang berzkibat kepada kenaik-
an harga komoditi yang diangkut it
sendiri.

Diramalkan, negara-negara di kawa-
san cekungan Pasifik akan mengalami
peningkatan import minyak dan gas
sebesar 43 % antara tahun 1997 hing-
ga 2020. Dengan semakin lajunya
kebutuhan import minyak oleh China
(dan negara-negara Asia Timur) dari
Timur Tengah tersebut, maka Selat
Malaka secara geopolitik akan sema-
kin memiliki nilai strategis.

Asia Timur dan Timur Tengah dari
tahun ke tahun akan semakin saling
tergantung, dan Indonesia yang me-
nguasai jahur perdagangannya seharus-
nya mendapatkan keuntungan kare-
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o oma berada pada ﬁ:rml pomt kelancaranf

' 'transpon:am laut mereka Namun“," |

" demikian keuntungan tersebut. harus—fi_ '_of the Sea ) yang lebih kita kenal;ﬁ 5

'_'_lah dmsahakan oleh Indonesxa sendi— "
- ~ dengan. UndanguUndang No:17 Ta—':'_'_'_

' hun. 1985 schingga. dengan demiki-

dari; segala macam kegiaran berkaitan
dcngan keuangan, perdagangan, trans-
portasi, logistik dan lain sebagainya.

Untuk mengoptimalkan nilai manfa-
at sumberdaya kelautan bagi pengem-
bangan wilayah secara berkelanjuran
dan menjamin kepentingan umum
secara luas, diperlukan inrervensi
kebijakan dan penanganan khusus
oleh Pemerintah untuk pengelolaan
wilayah maritim namun demikian
madsalah-masalah kelautan termasuk
pembangunan ekonomi kelautan
mempunyai hubungan yang ‘erat de-
ngan ketentuan-ketentuan hukum
internasional. Oleh karena itu da-
lam pembangunan terkait masalah
kelautan di Indonesia, ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam kon-
vensi-konvensi internasional harusiah
menjadi acuan.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi

G 1 __:an ‘Konvensi ‘tessebut berlaku. bagi}iﬁ_ii‘:_'
B & '_keuntungan ietak georaﬁsnya dz Selat: : :_.ZTIndonesm Setelah mcrauﬁkasz, NKRI- .
= Malaka: dengan men}adikan Ncgara =

pulaunya. sebagai Hub (pemusatan).

e o

Umted Natzons Conventzon on Law

dengan sebutan UNCLOS tersebut_'f

diterima dan dxtetapka.n sebagaz ne- .
gara kepulauan yang mempunyai laur -
pedaiaman Artmya, faurdi dalarn :
negara kepulauan (Indones;a) adalah'
wilayah. yuridiksi negara. ‘Hal ini.
bukannya tanpa konsekuensi, karena
Indonesia harus menyediakan jalur
lant yang ‘aman guna menghubung-
kan dua lautan bebas yaitu Samudra
Pasifik ‘dan Samudra ‘Hindia bégi
pengguna umum. Kaz:f*na itu, Indo-
nesia menctapkan tiga Alur Laut
Kepulauan Indonesia/ALKI yang
memotong wilayah perairan (dalam)
Negara Kesatuan Republik Indone-
sta. Alur laut ini dapat digunakan
umum seperti halnya laut bebas.

Peraturan-peraturan tentang Ke-
navigasian, Keselamatan Kapal dan
Keselamatan Pelayaran merupakan
peraturan yang bersifat internasional.
Oleh karena itu, peraturan-peracur-
an tersebut mendasarkan diri pada
konvensi-konvensi internasional ter-
utama pada konvensi-konvensi yang




92 JURNAL csxcr-vox_.-.IvrjU}.LAGUSTUS'2068'_--Ncs'?.224_ .

o '_teiah diranﬁkas; oieh Pcmenntah
o ;Repubhk Indones1a '

---;a;;;tsaelaym _Khizsasﬁ_ |

:Sebagaz negara kepulauan yang besar.

 dengan luasnya peraitan serta: panjang
garis pantainya serta sicuasi dan kon-
disi.khusus yang berpengaruh kepa-
da tranportasi laut, memerlukan pula
pengaturan yang bersifat khusus, rer-
masuk penambahan, peningkatan
mutu dan perawatan alat bantu na-
vigasi (aids - to -navigation) untuk
menyediakan jalur laut yang aman
serta. menghilangkan image of black
area di wilayah Indonesia. Pemerin-
tah Republik Indonesia harus berju-
ang lebih gigih lagi agar pengakuan
internasional sebagai negara kepulauan
yang sudah diperoleh tidak gugur,
Namun, di sisi lain tetap dapat meng-
atur arus lalu lintas laur dan udara di
wilayah kedaulatannya, tanpa meng-
abaikan kepentingan negara-negara
lain di dunia.

Semua itu tentu memburuhkan bia-
ya yang tidak kecil, peluang menda-
patkan kompensasi dari berbagai
pungutan dilaut kita terhadap peng-
guna umum haruslah diusahakan se-
cara gigih dan cerdas, namun demi-

kxan, dalam: UNCLOS 82 pasal 26-
. ayat L tercantum | “Tidak ada pungar—
L an yarzg dapzzt dzéeéankan pczda ba-

pal asing: banya karena melmmsz laur

hih teritorial’: tetapi pada ayat 2: dlkata— _

kan Pungumn dapar dibebankan pzzda
kezpal asing yang melintasi Laut terito-
rial-hanya- sebagaz peméayzmzn bagi:

pelayanan kbusus yang diberikan ke-
pada ‘kapal tersebu. Pungutan ini

harus dibebankan tanpa diskriming-.

>3y

Sz,

Dengan demikian, jelas bahwa pu-

ngutan dapat dilakukan pada kapal
asing yang melakukan lintas damai
diperairan kita dengan syarat bahwa

harus ada jasa pelayanan khusus yang
diberikan.

Jasa Pemanduan

Dari beberapa kemungkinan jenis
jasa pelayanan khusus, maka yang
mungkin dapat kita berikan dan dapat
ditagihkan kepada kapal-kapal asing
yang melakukan lintas damai di per-
airan Indonesia antara lain adalah
Pilotage atan jasa pemanduan.

Sesual dengan Pasal 198 Undang-
Undang No. 17 Tahun 2008 menye-
butkan
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| .'-_.'_1.'&=:fUntuk kepentmgan kesclamatan

amanan’ bcrlayar, serta ke-.'

wa;;.b pandu (PWP) dan 19 lokasL_-_'--._"
_iperairan pandu luar blasa (?PLB)
. PWP. adalah suatu perairan yang karena *
'__@konchsz peraurannya wajib dilaksana-
i kan pernanduan bagl kapal berukur-_'_-_"__

“ean- tonase kotor tertenty, scdangkan o

= PPLB acialah suatu w1layah Pr::rairan '

S -2'.‘"-563:139 kapal yang berlayar di per-
~ -airan wajib’ pandu dan* perairan
pandu luar biasa menggunakan jasa

pemanduan;

3. Penyelenggaraan pemanduan d1la~:

kukan oleh Otoritas Pelabuhan atau . -'-:'bertambah ;umlahnya seiring dengan

Unit Penyelenggara Pelabuhan dan
dapat dilimpahkan kepada Badan

“nomian nasional: Dengan demikian

Usaha Pelabuhan yang 1 memenuhl

persyar atan;

.'-_-'yang kaf_ena kondlsl peralrannya ti-
~dak Wajib dﬂakukan pemanduan,
‘namun apabila nahkoda memeriukan_-_' |

pemanduan dapat mengajukan- per- -
mintaan untuk menggunakan fasili-
tas pemanduan. Di masa mendatang

‘lokasi PWP dan PPLB tentu akan -
“meningkatnya perkembangan pereko-

: ']eias bahwa jasa pemanduan harus
- didahului dengan penetapan PWP atau

rx PPLB oleh pemerintah. Kalau kita

4. Penyelenggaraan pcmanduan seba-

gaimana dimaksud ‘pada ayat (3)

dipungut biaya.

Selain menjaga keselamatan dan ke-
amanan berlayar, pernanduan int juga
dapat meningkatkan pendapatan ne-
gara dan membuka lapangan kerja,
dan yang paling utama adalah mem-
berikan keamanan bagi kapal-kapal
asing yang melintas di perairan (laut
teritorial) Indonesia.

Saat ini terdapat 53 lokasi perairan

" mengacu kepada peluang yang ada

sekarang maka mungkin sudah saat-
nya Pemerintah menetapkan perair-
an-perairan tertentu umpamanya

ALKI (Alur Laut Kepulauan Indone-

sia) sebagai perairan wajib pandu.

Pada saat tulisan ini disusun, di Ja-
karta dan Tanjung Balai Karimun
tengah berlangsung kegiatan pelatih-
an pandu Selat Malaka dan Selat
Singapura sebagai tindak lanjut Ke-
putusan Direkeur Jenderal Perhubung-
an Laut NMomor PU.63/1/7/DJPL-07




: '_f};j_z-tanrrgal 14 Nopember 2007 tf:m:ancr__
o ;:-;penyeleno‘garaan peiatzhan teori pan- - _'s1faf:nya adalah’ UG[M/ZM?‘_}I, dengan de-

____Selat Smcrapura

;273 Malaka;_{;

L 'denoan peserta sek.ltaf 33 tenaaa pandu

:_:_'_.-dzm Selar Malaka dan Sclat Sinoapura__
o pada kenvazaannya sudah dltetapkan :

asa (PPLB) dengan surat. keputusan'
L :Dlrektuf Jenderal: Perhubungan Laur-
~Nomor PU. 63/1/8/D}PL tangcral 28

-Desember 2006

wa }umiah kapal yang melinras-

__ __ebaoai perairan pemanduan 1uar bl—__-._.__'_

i JURNAJ__-?('_:_S_ICI : _Vbl." w} ;Uui-AG_USTI}S. 25_08_ - No '2'}; E

(Nan Compnlmry leomge Arecz) jadz

mikian hampu: dapat dlpasnkan bah—_

elat

Maiaka dan Selat Smfrapura ya'nc

-_ mau menggunakan jaSE. pemanduan

klta akan mlmm, ‘karena: munvkm

'-'.mengan gap pemanduan semacam itu
~malah- memperiambat jalannya: peia—

'.yaran kapai kapai tersebut

108*
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Gbr. 1 Selat Mataka dan Singapura

Seperti telah disinggung sebelumnya,
PPLB atau perairan pandu luar biasa
merupakan suatu wilayah perairan
pemanduan yang karena kondisi per-
atrannya tidak/belum mewajibkan
kapal-kapal untuk memakai pandu

Kesimpulannya, khusus unwk Selat
Malaka dibagian alur lalu lintas ka-
pal yang berada diwilayah teritorial
Indonesia yaitu untuk Easr-bound
(arah ke Timur) perlu ditetapkan
sebagai PWP. Dengan demikian di-
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harapkan mdak ada alasan bagi Kav-

pal-kapal pengguna selat. tsb unruk
'_._udak memakai P_andu._ i

acau asosiasi-asosiasi perkapalan du—
nia’ adala.h bahwa pemanduan akan o

menjadx faktor yang memperlambat_

S\ hg wavaipt

Gbr 2 Se!at Smgapu:a '

Namun harus kita sadari bahwa pé~
netapan perairan wajib pandu ‘oleh
pemerintzh Indonesia khususnya
untuk Selar Malaka akan mengundang
banyak resistensi Internasional teru-
rama dari negara-negara pengguna
(user states) yang antara lain meng-
anggap kelancaran lalulintas kapal di
Selat Malaka berkaitan langsung de-
ngan kepentingan Nasionalnya, ter-
utama didalam transportasi energi

seperti pasokan bahan bakar minyak.

Argumentasi umum yang akan digu-
nakan oleh negara-negara pengguna

bahkan mcnghambat pelayaran kapal-
kapalnya yang juga berlawanan de-
ngan prinsip Transit Passagellintas
damai secara tidak terputus sesuai

UNCLOS 82.

Disinilah perlunya kemampuan negara
selat/pantai terutama Indonesia untuk
menyiapkan argumentasi yang betul-
berul mengena memakai aspek kese-
lamaran pelayaran maupun lingkung-
an hidup disamping tentunya aspek
keamanan dan ekonomi sebagai bagian
dari penegalan kedaularan kita yang
merupakan agenda sebenarnya.




o :3'rencana Valunm;y leomge tidak m'e_n
dapat ranggapan. Hal Ini bisa kita li-
hat dengan jelas seba,gal benrul keeng-
ganan Internasional terhadap ide pe-
manduan di selat Malaka. Namun dari
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"Pada pertemuan TTEG (Tripartite
_Yéclamr:zzl Experts Group) ke 32 di
: _Manado iaporan p.lhak Maiaysm seca-
- 1a ofisial menyatakan edaran (questz—

onaires). yang dikirimkan ke para pe-
“mhakai Selat ; yaitu antara lain SIGGTO -

dan INTERTANKQ terkal“‘ S

segi kewaspadaan, perlu juga kita
selidiki alasan mengapa tidak ada tang-

gapan, atau benarkah edaran tersebut

telah dikirimkan ke badan- badan ter-
sebur oleh Malaysm juga jika ternya-

ta bahwa edaran tersebur tidak diki-

rimkan apa alasannya? Selanjutnya
petlu juga kita sadari, sebagaimana kita
mempunyai agenda kita sendiri di
dalam penetapan kebijakan-kebijakan
kita yang berkaitan dengan Selar Ma-
laka, tentu demikian juga halnya de-
ngan Malaysia dan Singapura.

Belajar dari pengalaman
Australia dan Papua New
Guinea

Walaupun dapat dipastikan bahwa
kekuatan-kekuatan maritim dunia
akan berusaha menolak rencana pe-

netapan tersebut, kita sudah- muiaz
mendapat dukungan. langsung s, seper—
ti halnya dari pihak India, maupun
dukungan ridak langsung yaitu dari

.contoh tindakan yang. dilakukan oleh_ _

Aus'tr lia dan Papua New Guinea
dalam ____:engharuskan semua kapai
ang melewari Selar “Torres

u_ntuk memakai pandu termasuk kapal
:':f;yang hanya melakukan lintas cransit
“dan tidak memasuki salah saru pela-

buhan- dari negara-negara selat terse-
but, dengan alasan untuk melindungi
hngkungan keIautannya yang peka,

Perlu dicatat bahwa Singapura secara
tegas menolak kebijakan Australia
yang dapat kita lihat dari pernyataan
Vanu Gopala Menon Duta Besar
Tewap Singapura untuk PBB pada 7%e
General Assembly Debate on Agenda
Item 77(A): Oceans and The Law of
The Sea, tanggal 10 December 2007,

.................... unfortunately, Aus-
tralia continues to operate the compul-
sory pilotage system in the Torres Strait.

This requirement of taking a pilot on
voard is imposed on all ships transit-
ing the Strair. It is not just a condi-
tion of entry for Australian ports. In
Singapore’s view, this goes beyond what
is permitted by Article 42 of the Con-
vention. The requirement to take a pilpt
on board, which Ausiralia will enforce
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i usmg zts crzmmal laws, serzously wz—__ :
__demzmes the rzght af transit passage.

 which zzll vessel; mjo_y under the Con-

verztzm '. '.- Wik

- system is. consistent with the Conven-_ .
' _"twrz because t}Je Cmvmtzan daes noz‘-_

'_fﬁ'.explzcztly pmbzbzt it 45 a means of
ﬂawgatzmal Stzfé-_-
Yool Amz’mlza alse continues.
10 clazm thar ihe compulsory pilotage
system has the appmwzl of IMO. Both.

of -these. clazms A7 URLFUE s eernre.

) erzbdncmg _

Sz_zzgapqre_ continyes to take 4 very se-
rious view-of Australia’s compulsory
pilotage system, which we see as a con-
travention of the Convention. We have
made these poinis clearly to Austra-

2

Sebagai catatan dan motivasi kira,
kalau kira lihat khususnya di Selat
Malaka ini arus lalu lintas yang me-
nuju ke Timur seluruhnya berada
pada sisi laut teritorial kita, sedang-
* kan yang menuju ke Barat terbagi di
sisi Malaysia dan Singapura (lihat gbr.
1 dan 2) dan lebih jauh lagi perlu
kita sadari bahwa 2/3 luas wilayah
laut yang rerdapat di ASEAN adalah
wilayah laut Indonesia! Oleh karena-
nya jika kita berbicara tentang sega-
la macam aspek kelautan dan penge-
lolaannya diforum internasional ma-

Ausmzlm mntmues'_;_"
to. argue z‘hzzt the compulm;y pzlamge_._

napun, . seyogyanyalah kalau kita
(baca:Indonesia) selalu dapat bersikap -
:-sebaga_t pemlhk utama. W;layah Jaur -
ASEAN yang juga sebagal ncgara'f._
:kepulaua.n terbesar-didunia, ‘dan a- -
dalah. kurang tepat jika berbicara_i’"""
tentang keszakan maritim di wila-
ya.h ASEAN ‘seolah- olah negara pan-
tai lainnya yaitu tetangga-tetangga
kita lebih dominan karena secara -

cerdik lebih menyuarakan kepenting-

an internasional.

Kita t_éntu dapat mengerti sebab
kekuartiran Singapura yang mempu-
nyai prinsip dan agenda internasio-
nalisasi Selar Malaka terhadap lang-
kah Australia yang menetapkan PWP
di selat Torres tersebut, karena tin-
dakan tersebut zkan dapat menjadi
referensi serra memicu usaha yang
sama dari Indonesia dan Malaysia di
Selat Malaka, disini dapat kira lihat
standar ganda yang dimainkan oleh
Singapura yang notabene adalah ang-
gota TTEG, karena kira semua me-
ngetahui baliwa jasa pemanduan yang
tidak dilakukan oleh badan yang di-
akui oleh Negara pantai (apapun
bentuknya) adalah liar. Bukei bahwa
jasa pemanduan liar itu ada, dapat
kita temukan di Internet seperti be-
berapa perusahaan asing berlokasi di
Singapura yaita StrasseLink Pre. Led,




= ”-Servzces

- ( web-szte

' secam

B pun dari’ pemermtah Smgapura da?'

lam forum TTEG. -

Bukiti lain standar ganda Singapura
terscbut adalah pada masalah pence-
maran laut, “yairu tertangkapnya 2
kapal berbendera Singapura yang di-
miliki warganegara Singapura olch
TNI-AL kita yaitu kapal tanker MT.
Hafai dan kapal tunda Bright Star
pada tanggal 24 Juli 2008 yang baru
lalu di perairan Pulau Sambu di wi-
layah teritorial kita. MT Hafai ke-
dapatan membuang 2000 meter ku-
bik limbah minyak mentah dan ka-
pal tersebur sudah melakukan pem-
buangan limbah dlwﬁayah kita sela-
ma 2 tahun. :

Banyak bukii lain yang dapar kita
pakai seperti kalau kita ingat kem-
bali bagaimana Singapura secara ti-
dak langsung mengorganisir penge-
rukan dan import pasir laut dasi
wilayah kira untuk keperluan relda-

lytzp //stmsselznk com),”
"-Zmbmpe S/ﬂz_ppzng Serz/zces (weé-szte"
o www, m—s/a{ppmg com): yang berpatok—i'-
3 - an’ pada Resolu31 IMO A858 (20)'-
~Annex 1, SN/Circ.198 menjalankaa
s _ }_'.daﬁ*_ __""enawarkan Marme Advzm?y-
_ térbuka melalui_i__ R
) :Intcrnet tanpa ada komentar sedikit-

o ';U_'mw_xi_ csjcr}“. Vél;'...wj]ULIAACUSTUS 'iod'a - 1%5.3-'2*4' =

masi yang mengaktbatkan ker.usakanf
‘yang: cukup besar bag1 hngkungan”
kelautan di Kepri sebaliknya Singa-

pura’ seiaiu mendengungkan kepada -
dunia bahwg _seolah -olah merekalah'___

.':myang paling sadar. tentang penting-
Service a "u-szzlacczz S azts":-leomgef |
' _dlkawasan ASEAN belum lagi- ten-

nya kelestarian. hngkungan hidup:

tang ‘masalah’ keengganan Smgapura-'-
untuk mengekstrad151 18.000 jura:’

* wan bermasalah asal Indonesia yang

berdiam di Singapura dengan mak-
sud menarik kembali aset keuangan
scbesar 87 miliar dolar Amerika yang.
dikangkangi mereka, namun dilain
forum Singapura selalu mendengung--
kan prinsip’ pemerintahannya yang
bebas dari korupsi.

Lebih lanjut, berbicara mengenai ke-
selamatan pelayaran (safé#y) maka sam-
pai saat ini penggunaan pandu seba--
gai petugas yang menguasai seluk be-
luk suatu perairan setempar untuk
membantu Nakhoda diatas kapal masih
sangat relevan, tetapi jika kita melihat
prakeek pemanduan liar yang ridak
secara resmi dikerahui oleh masing-
masing negara pantai maka seyogya-
nya kita mewaspadai prakeek tersebut
antara lain sebagai peluang bagi aksi
terorisme, karena pada akhirnya kea-
manan dilaut (maritime security) secara
internasional menjadi taruhannya.
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| _'.:fyana reémi.._ dan : ddakukan ._OIII;h_Zp”er_._-.E

'_-"soml pcrsomi___ yancr berkompetent_:._-"
. serta tercarat (diakul oleh negara”
mutlak
-=d1peﬂuk&n terlebih lagi 'dip'érazran?-_'-"

zpcnyeienggara pcmanduan)

'sorotan duma selama dasawarsa teraé__'f

: khlr ini.

Ausrraha didalam usahanya untuk
memberlakukan peralran wajib pan-
du-di Selar Torres, ‘memalkai argu-
mentasi bahwa hal iru diberlakukan
untuk melindungi lingkungan kela-
uran yang peka di Selat, meningkat-
kan keselamatan .pelaj?aran dibagian-
bagian selat yang sempit .da_n kaya,

Selat. Mal_aka ""ancr' ‘menjadi

dagangan f.%l_elaim_. Sﬁiat 5f¢rse_bu€-_---

- Kapai _' yang mchntasx . _Sel_a?t: 3_’ter_séll);'_i:1t'-;; . .

) réiip’:i‘:mé'cgtiﬁékaﬁ” Pandu :r'nencipta—._' o

kan resiko kandas : yang dapat meng- S

f'_'halangi laluhntas aman kapal lainnya

serta menyebabkan poten51 kerusak—:_..__.:::.'

an. Jangka panjang. bagi hngkungan' i
kelautan serta'sumber alamnya. Oleh

karenanya bagi kira (baca:Indonesii_)

mungkin perlu kira ruliskan kembali -
tentang kegunaan jasa'pemanduan di -

Selar Malaka yang dapar kira kemu-

kakan 'nantinya kepada para pema-
kai selar khususnya maupun dunia
internasional umumnya tentang latar

belakang penetapan PWP atau per-

Gbr.3 Perairan Wajib Pandu - Sefat Tomres
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: ._-airan Wajib pandu yang antara Iam

i -_adazah

o _'-'1 Kehadlran Petugas Pandu kita=-’-

| dapat membantu mermgankan Na- E
“ khoda dari. keielahan bemaVLgasgff“": e e
karena ieblh menguasaj pérairan lo-
kal serta mengetahui karakeeristik
lalu-hntas selat pada utxk—tmk dan;:....

Waktwwaktu tertentu

2. Pe:ugas pandu klta dapat berko»
- ordinasi: dalam bahasa Indonesia

kerika chperlukan untuk berkomu-

nikasi -secara lebih baik dengan
kapal kapal lokal maupun stasiun-
-stasiun radio serta stasiun-stasiun
(VIS = Vessel Traffic System) yang
akan selesai dipasang pada tahun

sia.

Petugas. Pandu kita: akan dapat_-:_'-
lebih melancarkan komunikasi dan

koordinasi - keamanan 1ewat radio
dengan berbagai p1hak Instansi
Keamanan seperti pihak TNI-ATL,
POLRI, BAKORKAMILA, KPLP,
BASARNAS dan Bea Cukai di wi-
layah perairan Indonesia, dan ke-
tika kelak COASTGUARD Indo-
nesia sudah terbentuk, komunikasi
dan koordinasi keamanan selat di

'iterxtonal Indonesxa akan semakm '
e '_"_fsederhana dan: eﬁ31en, karena Pandu

- diatas kapal hanya bcrkomumkasL .
~dan’ berkoordinasi - ‘dengan satu’-

-"1nstan31 yang muluﬁmgm

4;_:D1dalam 31tua51 darurat, petugasﬂ-_

ABK dan muatannya, karena. le-
~bih menguasai keadaan dan pera:

‘turan setempat terutama keadaan’
‘daerah pesisir di wilayah perairan-

kira . =0

5. Dengan semua akumulasi kelebih-
an tersebut diatas, petugas pahdu

kita menjadi fakror penting yang

dapat mengurangi insurance risk.

2009 diwilayah___.p_erai_rg.p____lp__dqge—__ meant o e o :
TR ;-.Selanjumya, beiajar dari usaha Aus-
DH ':traha dan Papua New Guinea dalam

permasaia_han Selat Torres, seperti
yang telah dikemukakan pihak Indo-

nesia pada TTEG ke 32 di Manado,
perlu juga kita perjelas hal-hal yang
menjadi kekuatiran kita sebagai ne-
gara pantai terpanjang di Selar Ma-
laka terhadap kemungkinan kerugi-
an yang dapat saja terjadi sebagai
akibat kepadatan lalu-lintas berbagai
jenis kapal dan muatannya yang an-
tara lain dapart disusun sebagai beri-

kut -

pandu kita: dapat memberikan
" solusi- yang terbaik ‘bagi kapal,




"3'--}URN'AL.CSICI ':_s.vci.-lv'/jULI-'AGUSTUS 26'03 ';'No,'_i_g:é_ R

1 Tubrukan atau’ kandasnya sebuah _
;Tkapal tanker raksasa dengan mu-_- o

I g:_-'{:atan mmyak mentah didacrahise-
o lary yang semplt dapat mengaklbat-. _

- ;:-kan tumpahan mmyak yang selan—__ |

By '_f-if'}utnya mengakzbatkan bencana_

- sake lmgkungan hldup kelautan juga
- -dapat meng geangeu keh;dupan dan
f.;kegiatan penduduk pesisir yang
._-padat, terutama: nelayan, pariwi-
-sata dan kepelabuhanan.- Sebagai
~contoh-1 ‘ton minyak mentah
- dapat menyebar menutupi permu-
~kaan perairan seluas I Ha dengan
ketebalan 0,1 mm, .00

. Tubrukan kapal tanker LNG da-
pat mengakibatkan bencana ledak-
an yang dahsyat bagi populasi pen-
duduk dikedua sisi selat sempit
serta kapal-kapal lain didekatnya.
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Sebaga1 1lustra51, energ1 yang ter-
o -:..'kandung dan scbuah tanker LNG"__.
ukuran standard saja yaitu. sebesar
' 125 000 meter kubik adalah seta—:f_'.'.
ra dengan 7/ 10 megaton TNT atau
f@f{Sekmar 55 buah bom ‘atom’ yang:-__"f:m |
7 -f-'_}di}atuhkan d1 leoshlma i
e .;.'g..'kedua sisi’ selat yang seiam meru-' ¥ A ™ fant
: :Sehubungan dengan buur 1 d1atas,----_

perlu dicarat bahwa kemungkinan

tumpahan’ mmyak dilaut tidak

“harus: selalu disebabkan oleh kapal

tanker, scbagal contoh kapal-ia-
pal container generasi ke VI (lihat
gbr. 4) sekarang ada yang mem-
punyai kapasitas tangki bahan
bakar sampai dengan 10.000 ton
atau sama dengan ukuran sebuah
kapal tanker kecil, ‘dan dengan
memperhitungkan kecepatan ka-
pal-kapal conrainer tersebur, dapat
kita bayangkan potensi tumpahan
minyak dan pencemaran yang ter-

Length Draftt

Iy - B e ) 1BSmeciiogm i B00
L1958-1876) . gy COTA/RTad Tanker 200 m -_‘!‘38‘_1’*
“ gmi%ia DJ‘E a Cotulortonteinnmhip 215m ;g’f’; ﬁ éggg"'
. 250m 30080
Third : Panzmax Class $4-12m
{1980- 1988 IE-A0 T
: 28D m 4000
Fourth i Powd Fanamax 275~ 12943m ] 4,000
19882000 1% 305 [135.437 [{ 5,060
i ]
Byt 43.44mi] 5,060~
(260020405 i 8w araen ] gooo
Sixtiy 1 58 w000
(X009 ZOTmn mﬁs 44,500
A

Gir. 4 Kapa! Container generasi ke Vi




3 )adz aklbat kandas dan’ robeknya >

| _f:j'_bagmn bawah (douéale baz'tam) ka—
pal kapai demlklan -

: .'--;-Hal hal pada bunr 1 d:m 5 d1 atas

- akan dapat memacctkan seiuruh-
L ialu-imtas Selat sehmgga bencana
o "_'-._tersebut scianjutnya dapat meng-

akibatkan efek. dommo ataw bcn—_

. ‘cana susulan- bag1 kehzdupan pen-
- duduk pesisir dan tatanan ekono-
-mi kawasan maupun bagi kawa-
_Saﬁ-kawasan lainnya yang meng-
-.gantungkan jalur Iog1st1knya me-
ialul Selat Malaka.

. _Mepingkatnya_ _ lalu»lintas - kapal
- pengguna selat setiap tahunnya da-
~lam arah Timur maupun Barat (+/
- 70,000 kapal pertahun) serta me-
ningkatnya jumlah Ferry penyebe-
rangan dengan arah memotong
arus lalulintas selat, berpotensi
untuk tefjadinya tubrukan yang
dapat menyebabkan korban jiwa
yang banyak.

. Perlu juga diakui bahwa dengan
ditetapkannya Bagan Pemisah La-
lulintas (Traffic Separation Scheme)
dibeberapa bagian di Selar Mala-
ka dan Singapura serta banruan

informasi dari VTIS (Vessel Zraf:
fic Informazion System), menyebab-
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‘kan lebih teraturnya pergerakkan"'
’kapal-kapal dari dan ke arah T1—
- mur atau Barat, namun perlu j }uga_
'-'dxakui bahwa konsekwenm dari
~adanya TSS tersebur;- lalu- lmtas__ _
+kapal di Wllayah ‘T'SS tersebut pada
suatu-saat menjadl lebih terkon—_-
 sentrasi atau. semakm rapat'dan p pa‘_-
~.dat schingga. potensi kecelakaar te-
~tap saja tinggi, ‘Artinya bisa kita

katakan TSS bukanlah jawaban Iagi
bagi pencegahan kecelakaan dimasa

yang akan datang karena pening-
katan lalulintas kapal. Dengan de-

mikian, perlu dikaji kembali apa-
kah keberadaan TSS tersebut ma-
sih relevan jika PWP diberlaku-
kan. Bandingkan dengan selat
Torres (Lihat Gbr. 5 butir 6).

« Menurut beberapa badan asing dan

dunia diantaranya, U.S. DEPART-
MENT OF ENERGY (4 Januari
2005) terjadi pendangkalan keda-
laman air di Selat Malaka pasca tsu-
nami di Aceh, sampai saat ini be-
lum ada pernyataan resmi tentang
bagaimana pengaruh pendangkalan
tersebur terhadap karakreristik Selat
Malaka secara keseluruhan, umpa-
manya karakreristik arus, arus pa-
sang surut dan lain sebagainya de-
ngan juga memperhitungkan pa-
lung-palung didasar perairan Kepu-
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lauan Rlau beberapa tahun: sﬂam_
__sebagaz akibat. pengerukan pasir:
.:_:.'secaxa besar—besaran ‘Hal ‘tersebur -

E .-sangat pentmg mengmgat kcpadat—

_and dan potensi pemngkatan lalu lin-
“itas: kapal kapai dltmjau dan scg1 _

. -.'f:_'f:'-'keseiamatan e

8. -Ma_sih : _b_erkai tan 'dén.gan butir1,
‘menurut IMO (International Mari-
time Organigarion) selain kemung-
- kinan pencemaran *akibat bahan
* bakar minyak, terdapat juga bahan
pencemar lainnya yaitu antara lain
“muatan cair beracun, zat-zat bez-
bahaya, air kotor dari kapal, sam-
pah kapal dan emisi dari kapal
keudara/keair, spesis baru yang
-merusak spesis laut setempat me-
lalui pembuangan air ballas kapal,
bahkan disinyalir pencemaran ling-
kungan kehidupan laut dapat dise-
babkan oleh suara yang ditimbul-
kan oleh kapal-kapal yang lewar.

Dengan semua pendataan di atas ter-
sebut kalau kita mengacu pada hasil
Konperensi OSCE (Organization for
Security and Co-operation in Europe)
Tanggal 28-29 Januari 2008 di
Viena, pada sesi II dengan makalah
“Environmental and economic aspects
Dr. Anita
Mikinen, Kepala Program Kelauran

of maritime co-aperation”
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Finlandia menjelaskan bahwa untuk

.menanggulangz aklbatuaklbat dari
kenaikkan keglatan di laut. sekarang .

ini adalah'dengan menguatkan/me-.

-netapkan ‘Maritime Traffic Regulation
and Measures” yaﬂg terdu:l dan pe-_
a lnctapan-penetapan S

1. Partz'cular{y Semitiw .Sea Area 'st'.;z—.
“tus (PSSA) dan langkah langkah

petlindungannya.

2. Routeing measures contohnya dae-
rah larangan, Bagan Pemisah La-
lulintas (TSS), alur laut dalam,
Whajib Pandu (Mandatory Pilotage),

Wajib kawal tunda (Mandatory
Escort Towing) dan sebagainya.

3. Special Areas sesuai konvensi
MARPOL 73/78 umpamanya (A»-
nex I — Oil, Annex VI — air emis-
sions).

Langkah-langkah seperti diterangkan
di ataslah yang digunakan oleh Aus-
tralia dalam usahanya untuk menetap-
kan PWP di Selat Torres. Terbukti
dengan keluarnya resolusi IMO no
MEPC.133(53) Juli 2005, Selat Tor-
res ditetapkan sebagai Daerah Laut
Peka Khusus (Particularly Sensitive Sea
Area) yaitu suatu daerah lingkungan
kelautan yang memerlukan perlindung-
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an khusus dari: IMO. karena keumk—

-an, Lelangkaan dan keraga.man ckosis-
B .-'_r.emnya serta mudah: terdegradam oleh
. sebab kcjadian aiam atau’ keglatan

o manus;a, dan/ atau menon;olnya dae-
" rah tersebur dan segi somal kultural

dan ekononn untuk panvwsata dan

keperluan 1h:nlah atau. nilai. se;arah

“dimana. keada.an keadaan tersebut.

men)adx mudah rusak katena: kegiat-
an pelayaran internasional. - Singkar-
nya, walaupun dengan perjuangan yang
panjang setelah penetapan PSSA ter-
sebur Aﬁst_ralia kemudian dengan le-
luasa dan dengan relarif sedikir resis-
tensi-dari dunia Internasional mem-

berlakukan PWDP di Selat Torres bagi

semua kapal yang melintas.

Sebagai . benchmark (pembanding),
perlu kita lihat beberapa data seba-
gai perbandingan Selat Malaka dengan

Selat Torres ;

. Sebenamya masih ba.nyak darta perban- '

dingan. yang dapat dimasukkan dalam

_tabel diatas tersebut umpamanya,

}umlah populam penduduk pesisir dari

negara pantai dikedua sisi selat, j }um—_
lah dan Tuas daerah pesisir untuk: pe-
| manfaatan sumber daya laug, Jumlah

pelabuhan, jumlah lokasi pariwisata,

objek sejarah dan lain sebagainya; na-

mun dengan melihac data-data divatas
tersebut (Gbr. 5) saja maka tidak ter-
lalu sulic bagi kita untuk mengerahui
bahwa Selat Malaka mempunyai lebih
banyak fakror yang langsung berpenga-
ruh pada keselamatan pelayaran serra
lebih kritis dibandingkan dengan se-
lat Torres dan apabila kita dengan te-
pat dan cerdik menggunakannya se-
bagai justifikasi, maka diharapkan
akan tidak terlalu sulit untuk dapar
memperoleh dukungan dan pengakuan
dunia akan perlunya penetapan dae-
rah wajib pandu.

No | HAL PEMBANDING Selar Malacca Selat Torres

1 | Negara Pantai Indonesia, Australia, Papua
Malaysia, New Guinea
Singapura,
Thailand

2 | Lebar Selat 1,5 mil (minimum) 90 mil

3 | Panjang Selar 621 mil 150 mil

4 | Rata-rata kedalaman di selat 25 meter 10 s/d 50 meter

5 | Jumlah kapal yg lewat per tahun 70,000 3000

6 | Traflic Separation Scheme (TSS) 9 buah Nil

Gbr. § Tabel Perhandingan Selat Malaka dan Selat Tomes




-:.:"'sekarang adalah adanya perubahan.:-_-.
-+ cuaca global, karena dimasa yang: alean -
datang sebagaz akibat semakm tldak

“teratur dan semakm buruknya cuaca
maka akan ada penetapan route pe-
'_layaran baruy, | contohnya jalur utara
{(gbr 6), maup un- alternatif lainnya.
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: ::'fasﬂitas pelabuhan dan kllang mmyakj -

-_sebaga'__:;bagia_n dari strategi_untaian
. mutiara strmg_,_of pearls’ yaiturang-.
i kzuan pangkaim pangkalan terdepzmé

:abatkan -_-sekltar :30 000 pekerja de-
ngan blaya sekitar 20 s/d 25 mllyar;_'..

“dolar.- Dem1k1an juga ]epang pada
tahun 1983 pemah secara intensif

mempeiajan tentang: kemungiunan'
mendanai terusan Kra atau Zhai Canal -
disamping tentunya interest . d__ar_z _

Gbr. 6 North Route (Jalur Utara)

Pada tahun 2005, sebuah laporan
internal yang d131apkan untuk Men-
teri Perrahanan Amerika Serikar
Donald Rumsfeld dibocorkan ke
Surat Kabar Washzngton sz‘es, mem-
bebelkan tentang strategi China un-
tuk. menghmdari Selar Maiaka, me-
rencanalan, pembanﬁunan Terusan Kra
Isthmus (Gbr. 7) lengkap dengan

Ghr. 7, Kra 'Canal—Ten}san Kra sebagat aliematif.

pemerintah Thailand sendiri. Renca-
na ini karena satu dan lain sebab be-
lum terealisasi.

Kita ambil contoh pemerintah Malay-
sia pada bulan Mei tahun lalu meng-
umumkan akan dimulainya pemba-
ngunan jalur pipa minyak sepanjang
320 kilometer di bagian Utara Malay-
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i :Tip_lur (Bachok diN

: .:;_'::::tahun 201_{)' dan -Jlka ber}alan dengan
kapasﬁas_penuh‘a : __n:dapat menam-

- ‘Walaupun hal ini banyak d1san0311<:m
3kesuksesannya oleh kalangan permi-
--nyakan mengacu kepada kegagalan
beberapa proyek sejenis yang dicanang-

kan Thailand seperti Terusan Kra lalu .

proyek pipa sepanjang 240 kilometer,
:tetapl }1ka._benar—benar Selat Malaka

.rencaéakan oleh pzhak~pihak seperti

d.lS@bU.t diaras akan menarik bagz tran-
Sportir, mmyak maupun pengasaha
kapal pada umumnya, dan pada akhir-
nya kita tentuy, ‘paham akibat ekono-
mi bagi negara-negara panrai Selat

Malaka.

Kemajuan teknologi dibidang pem-
buatan kapal pun juga sudah harus
~ diperhitungkan oleh pembuat kebi-
jakan kira yaitu dengan makin be-
sarnya kapal-kapal conzainer selain
tentunya kapal-kapal tanker yang ada
sekarang araupun dengan wacana

akhir-akhir ini dari beberapa perusa-

i "m"ﬁiemo'ton«:‘fda‘ripamai Barat (Yan
. ;'__'di'Negara'Baglau Kedah) ke pantai
Negara Baozan_

-'-K'lani:an) dan akan beropera51 pada'
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haan pelayaran tcrkernuka dlduma?“
yang melihat kapal selam dagang se-

bagai altemauf J1ka perubahan cuaca_'.'

global akan membuat cuaca buruk

dilaut Iebih udak menentu dan Ieb1h_ o
;buruk atau untuk dapat meng}m g
~pung 20% umlah mmyak yang. a
"_"_i-::ditransportlr_-melalm Selat Malaka. -

perazran~pera1ran yang txdak_}ﬁ-_

“aman untuk navigasi dlpermukaan ain
- Sebenarnya dde ini-bukanlah sesuatu
'yang baru karena General Dynamics
Corporation pada tahun 1970 an

pernah mempelajari kemungkinan
untuk membuat kapal selam tanker
ING {(Gbr.8). Rusiapun pernah
mempelajari kemungkinan kapal per-
mukaan yang bisa setengah menye-
lam (Gbr.9), untuk mengecoh kapal
perang lainnya yang bukan tidak
mungkin konsep- konsép' tersebut
kelak diterapkan untuk kapal dagang
namun dengan maksud _mengurangi
besarnya bagian kapal yang berada
diatas garis air (supersiructure) yang
terbuka terhadap cuaca permukaan.

Gor. § Kapal selamtanker LNG
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Sedangkan ah:ernatif ‘pemakaian se-
lat-selat lamnya seperti Selac Sunda
dan Selat Lombek, walaupun masih
berada diperairan kita harus ‘juga
mendapar perhatian, paling tidak Selar
Malaka dapat menjadi benchmark
bagi penetapan kebijakan yang sama
yang disesuaikan dengan karalreris-
tik selat serta terkait aspek lainnya.

Rencana penetapan PWP di

selat Malaka adalah sebagai
Projek Nasional

Arti laut bagi bangsa Indonesia seca-
ra konseptual adalah (i) sebagai sum-
ber nafkah (ii) sebagai medium pe-
mersatu (iit) sebagai medium perta-
hanan.

Sekror kelautan bersifat multisekroral
karena mencakup beberapa bidang
pembangunan yang satu sama lain
saling memiliki keterkaitan vertikal

- Gbr. Q Képéiééh:i éuﬁ}ners:b;e Rusia tel 3
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maupun horisontal, ‘misalnya, trans-
portasi laut dan kepelabuhanan dan
pariwisata bahari; perikanan‘dan in-~

~ dustri- pengolahanserta perkapalan. .

Bersifat lintas sektoral karena sektor:

kelauran :menc:akup Lkewenangan be-
_'beiapa institusi negara yang. ‘memi:”
likic bidang: ker}a yang ‘terkait iaut :
'mlsainya, -perhubungan, -pariwisata’

dan budaya, energi'dan sumber daya
mineral serta kelautan dan perikan-

an, Dephan, TNI-AL dan POLRI. -

QOleh karenanya dalam kaitan Selac
Malaka khususnya untuk penetapan
perairan wajib pandu, sudah sepatut-
nya Departemen Perhubungan seba-
gai pemrakarsa projek Nasional ini
dapat menggandeng instansi-instansi
pemerintah terkait lainnya dalam usa-
ha memperoleh lebih banyak pertim-
bangan dan masukan.

Sebagai contoh, pengakuan interna-
sional terhadap ALKI (Alur Laut Ke-
pulauan Indonesia), menimbulkan
kosekuensi untuk lebih memperhati-
kan aspek pengawasan dan pengaman-
an, utamanya terhadap kemungkinan
infiltrasi dan subversi termasuk dida-
lamnya jaminan keamanan terhadap
pengelolaan sumberdaya laut di sepan-
jang dan di sekitar ALKI. Dalam hu-

bungan ini, Indonesia dituntut untuk
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dapat memberikan jaminan keaman-

an antara lain di Selar Malaka, Selat

Singapura, Selat Philip, perairan Na-
- tuna.dan ALKT lainnya. Dengan de-

- miklan, rencana penctapan Selar Ma-

~adalah laut, hal ini bisa dibukmkan

dari kenyataan bahwa laut klta ieblhj_-_
besar__dan daratan, akan tetap; o

laka sebagal perairan wajib pandu

- khususnya di bagian selat yang bera~
da di Wﬂayah kedaulatan Indonesia

| '-sechklt banyak akan bcrpengaruh pada
penentuan f_aktor—fak_tor pertimbangan
untuk menetapkan kebijakan institu-
sional masing-masing instansi umpa-
manya bagi TNI AL dalam menentu-
kan perairan rawan oleh karena PW/P
yang akan ditetapkan nant akan meng-
ubah karakeeristik perkiraan ancam-
an yang disusun sebelumnya, demikian
pula dengan parameter kebijakan ins-
tansi lainnya misalnya dengan POLRI,
Departemen Luar Negeri, Departemen
Dalam Negeri, Departemen Kelautan,
Departemen Pertahanan, Pemerintah
Daerah dan lain sebagainya.

Oleh karenanya langkah koordinasi
dengan menggandeng instansi-instan-
si pemerintah terkait oleh Departemen
Perhubungan dalam rencana perairan
wajib pandu (PWP) ini sebaiknya di-
lakukan.

Penutup

Meskipun habitat bangsa Indonesia

- perduli untuk- periuﬁjfa e
miliki ocean policy, apalagi lagi me-

nvangkut ocean governance.
¥

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
mencanangkan visi pembangunan
diubah dari pembangunan berbasis
daratan menjadi pembangunan bet-
basis kelautan. “Jangan kita biarkan
kekayaan laut kita dinikmati nega-
ra lain,” ujar beliau dalam sambut-
an perayaan puncak Hari Nusantara
ke-7 tahun 2006, di Pelabuhan ASDP
Teluk Bungus, Teluk Kabung, Padang,
Sumatera Barat, Senin (18/12).

Oleh karenanya, prakarsa Departe-
men Perhubungan dengan merenca-
nakan penetapan perairan wajib pandu
(PWP) di teritorial kita di selat
Malaka yang sarat dengan silang le-
pentingan internasional itu merupa-
kan bagian dari pemenuhan himbauan
Presiden dalam usaha merubah para-
digma Nasional RI yang harus di-
dukung oleh seluruh bangsa kita.
Semogalld
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